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KAB. CIAMIS 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
 

 
 
 

TAHUN  :  2011                     NOMOR  :  19                            SERI  :  E 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS 
 

NOMOR 19 TAHUN 2011 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI CIAMIS, 
 
Menimbang  :  a.  bahwa dalam rangka mendukung Kabupaten 

Ciamis sebagai daerah tujuan wisata  yang dapat 
mengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, 
agama dan karakteristik lokal serta 
menumbuhkan ekonomi Daerah, perlu adanya 
pengaturan yang mengatur secara utuh 
menyeluruh guna menjadi dasar dalam 
penyelenggaraan pariwisata di Kabupaten Ciamis; 

 

b. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di 
Kabupaten Ciamis sekarang ini masih belum 
menunjukkan perkembangan yang  berarti, 
sehingga baik Pemerintah Daerah, pelaku 
industri, wisatawan, maupun masyarakat belum 
mampu memaksimalkan potensi wisata 
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kabupaten Ciamis yang sangat memberikan 
manfaat bagi banyak pemangku kepentingan; 
 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan 
Penyelenggaraan Kepariwisataan dengan Peraturan 
Daerah. 

 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 2851); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas 
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4286); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali 
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang 
Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4928); 

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4966); 

9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
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96 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5025); 

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 
tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4761); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 
tentang Pedoman Pembinaan dan  Pengawasan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4593); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan 
Pemerintahan Daerah Kebupaten /Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 
2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk 
Hukum Daerah; 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita 
Daerah; 

17. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Nomor KEP-012/ MKP/IV/2001 tentang Pedoman 
Umum Perizinan Usaha Pariwisata; 

18. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata 
Nomor  KM.3/HK.001/ MKP.02 tentang 
Penggolongan Kelas Hotel; 

19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 
Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan 
Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 
Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri 
Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 
2001 Nomor 1); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang 
menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten 
Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis 
Tahun 2008 Nomor 13);  

22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 17 
Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten 
Ciamis Tahun 2008 Nomor 17) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Ciamis Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 
17 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ciamis Tahun 2010 Nomor 4). 

 
 


